KARTU SOAL TKA
Mata Pelajaran		: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fase / Kelas			: F / Kelas 12
Tujuan Pembelajaran	: Peserta didik mampu menganalisis mekanisme pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI Tahun 1945 (checks and balances).
Materi				: Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara
Indikator Soal		: Disajikan deskripsi alur pembentukan undang-undang, peserta didik dapat menentukan konsekuensi hukum apabila suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak disetujui bersama.
Level Kognitif		: L2 (Aplikasi / C3 - Pemahaman Spesifik)
Bentuk Soal			: Pilihan Ganda

Passage
Mekanisme Pembentukan Undang-Undang
Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Namun demikian, setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan—baik oleh DPR maupun oleh Presiden—wajib dibahas secara bersama-sama oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses ini dirancang untuk menerapkan prinsip perimbangan dan saling mengawasi (checks and balances) antara lembaga legislatif dan eksekutif

Soal
Apabila suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibahas tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, maka konsekuensi tata negara yang berlaku adalah...

A. RUU tersebut langsung disahkan oleh Ketua DPR menjadi Undang-Undang.
B. RUU tersebut wajib diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputus.
C. RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
D. Presiden berhak menerbitkan Perpu untuk menggantikan RUU yang ditolak.
E. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengandbil alih pembahasan RUU tersebut.
Kunci Jawaban
C. RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
Penjelasan
Berdasarkan Pasal 20 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, jika suatu Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Aturan ini menegaskan pentingnya kesepakatan dua belah pihak (legislatif dan eksekutif) dalam pembentukan hukum formal.

